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Pemda Dapat 30 Persen Saham

Divestasi KP
Rampung

“ JAKARTA — Rampung sudah di-
vestasi 51 persen PT Kaltim Prima
Coal (KPC) yang sempat berlarut-
larut. Kemarin, KPC telah mena-
warkan 51 persen sahamnya kepada
pemerintah Indonesia dengan harga
419 juta dolar AS. Namun begitu,
KPC tetap menjadi pemegang sa-
ham mayoritas di perusahaan tam-
bang batu bara terbesar di tanah
airitu.
ir-{!Setelah melalui pembicaraan
' panjang, pada akhirnya KPC mau
‘menawarkan 51 persen sahamnya

kepada pemerintah Indonesia,” ka-
‘ta Menteri Energi dan Sumber Daya
' Mineral (ESDM) Purnomo Yusgi-
antoro di Jakarta, kemarin.
Selanjutnya, kata Purnomo, Si-
dang Kabinet Terbatas yang dipim-
pin langsung oleh Presiden Megawati
-memutuskan bahwa alokasi 51 per-
sen saham KPC didistrubusikan se-
besar 31 persen untuk Pemprov Kal-
' tim dan Kabupaten Kutai Timur. Se-
dang sisanya yang 20 persen, jelas
dia, untuk pemerintah pusat.
Pemerintah pusat, sambung Pur-

« DPR menginginkan pemerintah membentuk sebuah kon-
“+ . sorsium yang menguasai 51 persen saham tersebut.

nomo, akan melakukan due diligen-
ce kepada calon investor baik yang
berhubungan dengan Pemprov Kal-
tim maupun pemerintah pusat. Ter-
utama mengenai sumber pendanaan
yang akan digunakan untuk mem-
beli saham KPC.

Sebelumnya, divestasi KPC ter-
ancam gagal menyusul belum dica-
butnya'gugatan dan sita jamiman
oleh  Pemprov Kaltim terhadap
KPC. “Pemprov Kaltim baru men-
cabut sita jaminannya pada tanggal
22 Juli 2002, sedangkan gugatan
pokoknya baru dicabut pada 29 Juli
2002,” kata Purnomo.

Sekjen ESDM Djoko Darmono
sempat menyatakan bahwa divers-
tasi tersebut akan tertunda. Pasal-

nya, kata Djoko, hingga tenggat wak-
tu 31 Juli 2002 Pengadilan Negeri
Jaksel belum memutuskan pencabut-
an gugatan itu.

Sementara itu, Komisi VIII DPR
menyatakan pemerintah harus
membentuk sebuah wadah konsor-
sium-di bawah penguasaan nasion-
al yang menguasai 51 persen saham
KPC. Saham divestasi tersebut,
menurut Komisi VIII, tidak bisa
dipisah-pisah antara milik peme-

rintah pusat dengan daerah.

-“"Jadi harus ada kesatuan kon-
sorsium -dengan kepemilikan 51
persen saham,” kata Ketua Komisi
VIII Irwan Prayitno kepada Repu-
blika di Jakarta, kemarin. Distri-
busi yang ditawarkan pemerintah,
kata Irwan, membuat KPC tetap
sebagai pemegang saham mayori-
tas dengan 49 persen.

Itu berarti, jelas anggota Dewan
dari Partai Keadilan itu, segala ke-
bijakan dan keputusan mengenai
perusahaan tetap didominasi KPC.
Jadi, menurut dia, pemerintah ha-

rus tegas dengan memberikan 51 -

persen saham itu kepada satu kon-
sorsium pemerintah saja dengan te-
tap mengutamakan aspirasi masya-
rakat Kaltim.

Selain demi kepentingan nasio-
nal, penguasaan dalam satu wadabh,
menurut Irwan, juga sesuai dengan
semangat kontrak. Juga, katanya,
untuk menghindari tudingan kalau
dalam memutuskan ini pemerintah
didikte asing — dalam hal ini KPC.

Husnie Thamrin, anggota Komisi
VIII lainnya, mengaku kecewa de-
ngan pendistribusian 51 persen sa-
ham milik pemerintah. Seharusnya,
kata Husnie, 51 persen saham di-
kuasai oleh sebuah wadah konsor-
sium bersama. “Bukan dengan di-
bagi-bagi begitu,” tandas anggota
Dewan dari Fraksi Golkar itu.

Dengan pendistribusian seperti

itu, jelas Husnie, KPC tetap menjadi

pemegang saham mayoritas dengan
total 49 persen. “'Ini tidak bisa di-
tawar-tawar lagi bahwa pemerin-
tah harus membentuk satu konsor-
sium dengan kepemilikan mayo-
ritas.”

Sebaliknya, lanjut anggota Dewan
dari Kalimantan itu, kalau KPC
masih menjadi pemegang saham ma-
yoritas, maka banyak hal yang akan
dikendalikan oleh dia. Dari manaje-
men, tegasnya, sampai menyangkut
kebijakan-kebijakan strategis per-
usahaan. W erd




